
ii 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

ii 



iii 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

iii 



iv 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

iv 



 

v 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOTTO: 

 

 “Jika kamu menginginkan sesuatu, ya ambil saja. Jangan banyak 

berkhayal tanpa mewujudkannya”- (Gorga Rizki) 

 “Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang yang tidak 

jelas, yang penting kerja, kerja, dan kerja. Kerja akan menghasilkan 

sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan” (Presiden Joko 

Widodo) 

 “Ketika seseorang menghinamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama 

ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika 

kamu tidak memikirkan mereka” (B.J. Habibie) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 

diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan sesuai dengan perundangan yang ada 

yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak 

supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan perbuatan yang 

harus ditaati.Putusan pada dasarnyahasil sengketa tertentu antara dua pihak atau 

lebih.Putusan pengadilan tentunya memiliki nilai keuntungan atau manfaat bagi para 

pihak terutama bagi pihak yang dimenangkan dalam sebuah sengketa atau 

perselisihan.Namun,tidak semua putusan bisa bermanfaat bagi pihak lain terutama 

praktisi hukum yang hendak mengkaji intisari dari sebuah putusan.1
 

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 

memperoleh putusan hakim.Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan 

sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna 

menyelesaikan sengketa diantara pihak yang bersengketa dengans sebaik- 

baiknya.Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak pihak yang 

bersengketamengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang 

mereka hadapi. 

 
 

1K Wantjik Saleh, Kehakiman dan Peradilan, Jakarta, Sumber Cahaya,1967, hlm. 97 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang 

oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

masalah antar pihak. Bukan hanyan\ yang diucapkan saja yang disebut putusan, 

melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemuidan 

diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak 

mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh 

Hakim.2 

Saat ini putusan pengadilan tak hanya berguna bagi pihak-pihak yang 

berperkara, tetapi juga berguna bagi publik terutama kalangan mahasiswa dan dosen 

fakultas hukum, aktivis di bidang hukum, aparat hukum dan praktisi hukum. Namun, 

ketika kita membaca isi putusan pengadilan sering menemui kesulitan untuk 

memahaminya. Guna memahami dengan mudah membaca putusan, tentu memiliki 

cara,kita harus terlebih dahulu mengetahui kegunaan putusan, jenis-jenis putusan, 

macam-macam putusan, sistematika dan hal-hal apa saja yang dimuat dalam putusan. 

Dalam melakukan suatu putusan, hakim harus bertindak bijaksana dan adil, 

dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi 

para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka 

hakim dituntut mampu untuk menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan 

selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch: 

 

2Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta , Liberty, 2006, 

hlm.154 
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kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ada dua kutub yang saling tarik 

menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.3 

Suatu putusan memiliki beberapa bagian di antaranya bagian pertimbangan 

hukum dan bagian amar putusan.Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian 

pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Ada dua golongan putusan, 

yaitu putusan sela dan putusan akhir.Putusan sela dikenal juga dengan putusan 

provisional.4 Putusan sela ada beberapa macam,yaitu: 

1. Putusan Prepatoir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna 

mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi 

pokok perkara dan putusan akhir. 

2. Putusan Interlucotoir, yaitu putusan yang berisi bermacam-macam perintah 

terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. 

3. Putusan Insidentil , yaitu putusan yang berhubungan dengan adanya insiden 

tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. 

4. Putusan Provisionil, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu 

menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak 

sebelum putusan akhir dijatuhkan.5 

 

 
 

3Ibid., hlm.155 
4 “Putusan Hakim Dalam Acara Perdata” ,diakses dari 

https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/putusan-hakim-dalam-acara-perdata.html pada 

tanggal 23 September 2019 pukul 15.10 
5Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm.156 

https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/putusan-hakim-dalam-acara-perdata.html
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Putusan akhir menurut H. Ridwan Syahrani adalah putusan yang mengakhiri 

perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa 

pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan 

negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat 

kasasi di Mahkamah Agung.6
 

Putusan akhir menurut sifatnya ada tiga macam , yaitu : 
 

1. Putusan Decloratoir, yaitu putusan yang bersifat menerangkan dan 

menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. 

2. Putusan Consitutif, yaitu putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau 

menimbulkan suatu keadaan hukum baru. 

3. Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman. 

 

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang 

memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman 

terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. 7 Sanksi 

hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana 

pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu , 

hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumnya berupa pemenuhan 

prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihal yang telah dirugikan atau 

dimenangkan dalam persidangan pengadikan dalam suatu sengketa. 

 
6 Zainuddin Mappong, Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat 

Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata), Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 

2010, hlm.105 
7 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Prakti, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.212 
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Putusan Hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu 

menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam suatu peristiwa yang 

menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Hakim dalam mengadili suatu 

perkara akan berusaha memberikan keadian bagi para pihak. 

Untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah 

lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dan setelah itu memberikan 

penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku 

untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengang memberikan putusan yang 

tepat terhadap suatu perkara.Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, 

mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu 

perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang 

jelas.Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai nilai 

hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang 

bersangkutan. 

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. 

Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai maka hakim 

karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang 

akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap 

jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan 
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kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.Dalam memutus perkara yang terpenting 

adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan.8
 

Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai- 

nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat 

diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan, hukum tidak 

tertulis(hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para 

ahli. 

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang 

diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang 

diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat surat, saksi, persangkaan, 

pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR). 

Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh tanggung jawab, 

keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. 

Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, hakim 

harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus 

dilaksanakan atau mungkin dilanggar oleh salah satu pihak.9
 

Diantara dua kepentingan yang berbeda diantara para pihak yang berselisih 

hukum harus berdiri sama tengah dan adil, agar tidak ada pihak yang menderita 

ketidakadilan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga 

kepastian hukum dan kemanfaatan. Para hakim dituntut untuk dapat meningkatkan 

 

8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.801 
9 “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perdata” ,diakses dari https://pn- 

tilamuta.go.id/2016/107/12.html pada tanggal 23 September 2019 pukul 15.40 
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kapabilitas dan kompetensi keilmuan agar dapat menangani kasus yang memiliki 

tingkat kesulitan yang tinggi.10
 

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari 

asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Asas-asas tersebut terdapat 

dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan pasal 50 UU No.48 tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, antara lain : 

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci : Putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim harus berdasarakan pertimbangan yang jelas dan cukup. 

2. Hakim Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan : Putusan harus secara total 

dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, 

tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan 

gugatan selebihnya. 

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan: Putusan tidak boleh 

mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. 

4. Diucapkan di Muka Umum :Prinsip putusan diucapkan dalam sidang terbuka 

ditegaskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 20, hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang 

dilakukan dalam sidang tertutup, khususnya dalam bidang hukum keluarga, 

misalnya perkara perceraian, sebab meskipun perundangan membenarkan 

perkara perceraian diperiksa dengan cara tertutup.Dalam pasal 34 ayat (1) PP 

No.9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap 

10 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.802 
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diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga prinsip 

keterbukaan ini bersifat memaksa (imperative), tidak dapat dikesampingkan, 

pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat 

hukum. 

Setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun 

penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim 

yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan 

tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat 

mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu empat 

belas hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. 

Seseorang dapat melakukan upaya hukum. Yang dimaksud upaya hukum 

adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang 

berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan 

hakim.11Upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Upaya Hukum Biasa 

 

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum 

berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup: 

1. Perlawanan/Verzet 

 

Perlawanan atau verzet adalah upaya hukum terhadap putusan verstek, 

yaitu putusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran tergugat. Dasar 

11 “Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata” , diakses dari 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara- 
Perdata.htmlpada tanggal 23 September 2019 pukul 16.30 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html
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hukum verzet terdapat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan 

dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah 

putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada 

tergugat karena tergugat tidak hadir. 

2. Banding 

 

Banding adalah upaya hukum dari para pihak yang tidak puas terhadap 

putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dasar 

hukumnya adalah Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan Undang- 

Undang No 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.12
 

3. Kasasi 
 

Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. 

Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Kasasi adalah pembatalan putusan 

atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam 

tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi 

adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam 

permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang 

No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004 adalah: 

a. Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) 

untuk melampaui batas wewenang 

12 “Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata” , diakses dari 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara- 

Perdata.htmlpada tanggal 23 September 2019 pukul 16.30 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html
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b. Salah menetapkan/melanggar hukum yang berlaku 

 

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturanperundang-undangan yang mengancan kelalaian 

dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 

2. Upaya Hukum Luar biasa 

 

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang 

 

telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak 

tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan 

dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja. 

a. Peninjauan Kembali(request civil) 

 

Peninjauan kembali adalah upaya hukum untuk memeriksa kembali 

putusan pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum 

tetap. 

b. Perlawanan Pihak Ketiga (Dendenverzet) 

 

Upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga, yang pada awalnya 

tidak mempunyai sangkut paut dengan perkara yang diperiksa. Dasar 

hukumnya adalah 378-384 RV dan Pasal 195 (6) HIR. Dikatakan 

sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan 

hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan 

tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil 

putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu 
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dikatakan luar biasa).13 Dendenverzet diajukan ke Pengadilan Negeri 

yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. 

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap apabila didalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum 

yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut 

harus ditaati dan harus dipenuhi oleh tergugat. 14 Muhammad Abdul Kadir 

berpendapat bahwa : “Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 

putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk 

menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan 

yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut 

ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya 

hukum untuk melawan putusan tersebut misaknya verzet,banding dan kasasi”.15
 

Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum 

berupa banding atau kasasi , putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum 

tetap berdasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdata. Prinsip ini antara lain ditegaskan 

dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain : Meskipun salah satu pihak 

tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau 

 

13 Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata” , diakses dari 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara- 
Perdata.htmlpada tanggal 23 September 2019 pukul 16.30 

14 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, 

Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm.5 
15 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya 

Bhakti, 1990, hlm.173 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html
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kasasi, putsan tersebut belum berkekuatan hukum tetap oleh karena itu , putusan 

dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang 

mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya 

tersebut. Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi adalah tindakan hukum 

yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara 

merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan 

dari keseluruhan dari proses hukum acara perdata. Pada asasnya putusan yang dapat 

dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan 

pasti antara pihak yang berperkara, hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak 

yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum mesti ditaati dan mesti 

dipenuhi oleh pihak yang dihukum ( pihak tergugat ) baik secara sukarela maupun 

secara paksa dengan bantuan kekuasaan hukum.16
 

Putusan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dalam perkara perdata 

mempunyai tiga macam kekuatan , yaitu : 

1. Kekuatan Mengikat 
 

Putusan Hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan 

menetapkan hak atau hukummya atas dasar permintaan pihak untuk 

diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan 

tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. 

 
 

2. Kekuatan Pembuktian 
 

16 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm.1 



13 
 

 

 

 

 

 

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik 

bertujuan untuk dapat diperguanakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik 

untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum 

pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu 

kepastian tentang suatu peristiwa. 

3. Kekuatan Eksekutorial 

 

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan 

hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan 

(dieksekusi) secara paksa, kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum 

cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, 

karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya kemudian 

direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, 

yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan 

itu secara paksa oleh alat negara.17
 

Dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak 

yang dikalahkan. Akan tetapi pihak yang kalah biasanya tidak mau menjalankan 

putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka 

waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak 

yang memang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi 

putusan. Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak 

 

17 “Kekuatan Keputusan Hakim” diakses dari https://suduthukum.com/2016/03/kekuatan- 

keputusan-hakim.html pada tanggal 23 september 2019 pukul 16.45 

https://suduthukum.com/2016/03/kekuatan-%20keputusan-hakim.html
https://suduthukum.com/2016/03/kekuatan-%20keputusan-hakim.html
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dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik 

pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumah uang yang tersebut di 

dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan 

keputusan itu atau disebut juga dengan eksekusi. 

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas sebuah kasus dimana 

diketahui bahwa Penggugat memperbaiki mobilnya yang sedang mengalami 

kerusakan di bengkel milik Tergugat “Tumbur Mobil Service”. Pada saat Tergugat 

memperbaiki mobil Penggugat, Tergugat membuka tali busi dan saringan/filter 

minyak bensin yang kemudian minyak besin yang terdapat pada saringan/filter 

tumpah ke badan mesin, padahal saat itu kepala baterai masih terhubung ke kutub 

positif dan ke kutub negatif. Pada saat Tergugat memeriksa dan memperbaiki mobil 

Penggugat terjadi percikan api yang dengan seketika menyambar bensin yang tumpah 

dibadan mesin mobil, kemudian dengan cepat membakar seluruh bagian mesin dan 

badam mobil sehingga mobil Penggugat menjadi hangus terbakar dan tidak bisa 

dipergunakan lagi. Setelah mobil Penggugat hangus terbakar, Penggugat berusaha 

menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan dengan cara 

menemui Tergugat, namun Tergugat dengan berbagai daih berusaha untuk 

menghindar dari tanggung jawab hukumnya, sehingga Penggugat mengadu ke Polsek 

Medan Baru. 
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Kemudian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara 

Pidana Nomor 2660/Pid.B/2008/PN Mdn, tanggal 26 November 2008 jo. Putusan 

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 858/PID/2008/OT MDN, tanggal 14 Januari 2009, 

yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya 

menyebabkan kebakaran” mobil milik Penggugat. 

Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan lagi, terhadap gugatan tersebut 

Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 300/Pdt.G/2009/PN 

Mdn, tanggal 19 Juli 2010. Kemudian dalam tingkat banding atas permohonan 

Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diperbaiki 

oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 6/PDT/2012/PT MDN, 

tanggal 23 Februari 2012. Sesudah putusan terakhir ini dibereritahukan kepada 

Tergugat pada tanggal 26 April 2012, kemudian Tergugat mengajukan permohonan 

kasasi pada tanggal 1 Mei 2012, tetapi ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012. 

Seperti diketahui dalam kasus diatas, kesalahan atau kelalaian sudah terbukti 

dilakukan oleh pihak Tergugat dan Pengadilan pun telah menjatuhkan putusan 

terhadap Tergugat, tetapi Tergugat masih tidak mau menjalankan Putusan Pengadilan 

tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik dan membahasnya secara ilmiah dalam 

bentuk tulisan yang berjudul : Analisis Putusan Pengadilan yang Tidak Dilaksanakan 

Oleh Tergugat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 

K/Pdt/2012). 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor Apa yang melatarbelakangi tergugat tidak melaksanakan putusan 

pengadilan ? ( Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 

K/Pdt/2012 ) 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penggugat apabila tergugat tidak 

melaksanakan putusan pengadilan ? 

3. Apa tindakan yang dilakukan pengadilan supaya tergugat melaksanakan 

putusan pengadilan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk  memahami  dan  menganalisis  faktor-faktor yang melatarbelakangi 

tergugat tidak mau melaksanakan putusang pengadilan. 

2. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang bisa dilakukan oleh 

penggugat apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. 

3. Untuk memahami dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh pengadilan 

kepada tergugat apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan hukum terutama tentang putusan pengadilan dan tentang gugatan 

dalam ruang lingkup perdata. 

2. Manfaat praktis 

 

a) Bagi peneliti : 

 

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah di dapat dan di pelajari semasa 

kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai putusan pengadilan dan 

tentang gugatan dalam ruang lingkup perdata. 

b) Bagi Masyarakat 

 

Dapat memberikan referensi dan masukan serta solusi mengenai putusan 

hakim/pengadilan terutama apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh 

tergugat. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada faktor apasaja 

yang melatarbelakangi tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan dan upaya 

apa saja yang bisa dilakukan agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan. 
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F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Putusan Hakim 

 

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang 

oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,  

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan 

suatu perkara atau masalah antar pihak.18 Putusan hakim pada dasarnya adalah 

suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya 

menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangakut kehidupan dalam 

suatu negara hukum. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan 

putusan akhir. Putusan sela ada beberapa macam yaitu putusan prepatoir, 

putusan insidentiil, dan putusan provisional. Sedangkat putusan akhir menurut 

sifatnya ada tiga macam, yaitu putusan decloratoir, putusan consistutif dan 

putusan condemnatoir. 

2. Teori Keadilan 
 

Teori ini digunakan karena adil menurut hukum itu adalah apa yang secara 

tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang dibuat dengan tujuan 

kebaikan, keamanan, perdamaian hingga dapat terwujudnya suatu keadilan 

bagi setiap orang. Suatu Keadilan akan memberikan manfaat bagi para pihak 

yang bersengketa, sehingga nanti apabila Keputusan yang dijatuhkan oleh 

Hakim dalam Pengadilan bersifat adil, akan memberikan suatu manfaat bagi 

pihak yang dimenangkan dan juga pihak yang dikalahkan tidak merasa 

18 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm.206 
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dirugikan. Dalam kasus ini, perkara yang diputuskan oleh hakim yang mana 

hakim mempunyai kekuasaan untuk itu, harus memberikan keadilan 

berdasarkan pancasila yang merupakan dasar negara. Pada Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Pasal I menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 

3. Teori Eksekusi 

 

Pada prinsipnya Ekseskusi adalah tindakan paksa menjalankan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan pilihan 

hukum apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan atau menjalankan 

putusan pengadilan secara sukarela. 

Pelaksanaan putusan hakim/putusan pengadilan berasal dari istilah 

“eksekusi” yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan isitilah 

“pelaksanaan putusan”. Pengertian eksekusi dalam HIR/RBG sama dengan 

pengertian menjalankan putusan. 

Ada tiga macam eksekusi : 

 

1. Eksekusi yang diatur dengan Pasal 197 H.I.R dan seterusnya yaitu 

menjalankan putusan hakim, dimana orang dihukum untuk membayar 

sejumlah uang. 
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2. Eksekusi yang disebut dalam Pasal 225 H.I.R yaitu menjalankan putusan 

hakim dimana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, hukuman 

ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan. 

3. Eksekusi riil, dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur 

dalam H.I.R. Konsep ini digunakan untuk menyelesaikan dan mengakhiri 

suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi 

para pihak yang bersengketa. Perlu diingat bahwa pembahasan mengenai 

putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan 

dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.19
 

 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini 

merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan 

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan 

pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang diteliti 

hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum 

sekunder dan tersier yaitu dengan cara menganalisis putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012. 

 

 
19 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 

1999, hlm.116 
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2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu pendekatan 

dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

b. Pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang bertujuan 

untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, 

kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu dengan latar belakang, 

keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam 

masyarakat. 

c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab 

pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum 

ketika menyelesaikan isu yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian 

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan 

permasalahan.20
 

 

 

 

 
20 Zainudiin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.10 
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3. Sumber Bahan Hukum 

 

Bahan Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari 

undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 06/PDT/2012/PT-MDN. 

 

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3053 K/Pdt/2012. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain mencakup yaitu dokumen dokumen 

resmi,buku buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum 

yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 

yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli 

yang mempelajari dalam suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 

memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud 

bahan sekunder di sini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di 

dalam buku, jurnal hukum dan internet. 
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3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.21
 

4. Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode library 

research yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya 

mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum 

sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui 

peraturan perundang-undangan, berbagai buku, tulisan, jurnal, karya ilmiah 

serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan 

dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk kemudian ditarik 

kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan 

yang dibahas penulisan skripsi22. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik Penarikan Kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan 

 
21 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke 1, Jakarta, 

PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.30 
22 Surakmad Winarno , Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Tekhnik, Bandung, Tarsio, 1994, hlm.17 
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kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah 

dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang 

khusus.23
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

23 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung, CV. Mandar Maju, 

2002, hlm, 23 
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